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MOTTO 

 

Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam 

pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

 

Konsep negara hukum adalah konsep adalah konsep yang kembali muncul pada abad 

ke-19 , yaitu dengan munculnya konsep rechsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang di ilhami 

oleh pemikiran Imanuel Kant, menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah 

sebagai berikut, (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pemisahan atau pembagian 

kekuasaan untuk menjamin hak asasi itu, (3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundang- 

undangan (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.1 

Asas legalias adalah salah satu prinsip utama yang dijalankan dalam setiap 

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara- 

negara hukum dalam tardisi hukum Kontinental, istilah asas legalitas juga dikenal alam 

hukum pidana yang berarti bahwa tidak ada suatu hukuman tanpa undang-undang yang telah 

mengaturnya. Namun kemudian asas ini juga digunakan dalam hukum administrasi Negara 

yang artinya bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk kepada aturan hukum yang 

berlaku.2 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, adalah sumber 

kewenagan bagi pemerintah untuk menyelenggrakan urusan pemerintahan dibidang lalu- 

lintas dan angkutam jalan. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” 

dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law 

Dictionary diartikan sebagai Legal power; a right to command or to act; the right and power of 

public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. 

(Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak 

atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban 

1 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 3. 
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publik). “Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan 

berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid” 

digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan 

dalam konsep hukum publik3. 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalul-intas dan 

angkutan jalan Pasal 259 menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan 

angkutan jalan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan4. Pasal 260 (1) Dalam hal 

penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- 

Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan berwenang: 

a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara 

Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau 

merupakan alat dan/atau hasil kejahatan; 

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan 

tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau 

Perusahaan Angkutan Umum; 

d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, 

muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan 

Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; 

e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu 

Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 

3 Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 
4 Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 
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f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 

 

g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti; 

 

h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu 

Lintas; dan/atau 

i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 

(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu Pasal 262 mengatur tentang kewenangan penyidik pegawai negeri sipil 

yang menyatakan bahwa: 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b 

berwenang untuk: 

a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan 

Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan 

khusus; 

b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau 

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; 

c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan 

Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; 

d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 

e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau 

Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik 

jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau 

f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan 

angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
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b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara 

pemeriksaan.. 

(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

 

(1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang 

secara tetap. 

(3)  Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di 

Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus 

didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.5 

Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) menyatakan bahwa Untuk dapat diangkat 

sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan masa kerja sebagai pegawai negeri 

sipil paling singkat 2 (dua) tahun, berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a, 

berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara, bertugas di bidang 

teknis operasional penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan 

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai 

baik dalam dua tahun terahir dan,mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang 

penyidikan. 

Jadi pegawai negeri sipil yang bertugas dibidang lalulintas dan angkutan jalan tidak 

serta merta dapat disebut sebagai penyidik dibidang pelanggaran lalulintas dan angkutan 

jalan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa untuk dapat disebut sebagai penyidik pegawai 

negeri sipil harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang telah ditentukan oleh 

peraturan pemerintah tersebut. Adapun penyididik pembantu berdasarkan undang-undang 

 

5 Pasal 262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 
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lalulintas dan angkutan jalan hanya kepolisian republic indonesai. Jadi pejabat pegawai 

negeri sipil tidak diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik pembantu dibidang lalulintas 

dan angkutan jalan, hanya penyidik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah 

disebutkan dalam peraturan pemerintahlah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan 

penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana lalulintas dan angkutan jalan berdasarkan 

kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. 

Dewasa ini sering kita mendengar berbagai macam pemberitaan dimedia masa baik itu 

media cetak dan elektronik seperti televisi, radio, Koran,dan majalah tentang terjadinya 

penindakan terhadap pelanggaran lalulintas kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan darat 

dengan menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) ataupun menyita Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK). Penindakan pelanggaran lalulintas kendaraan bermotor oleh dinas 

perhubungan dengan menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK) kemudian menjadi problem masyarakat awam yang tidak tahu tentang 

permasalahan hukum, padahal berdasarkan Pasal 262 Undang-undang tentang lalulintas dan 

angkutan jalan yang mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalulintas dan 

angkutan jalan tidak memberikan kewenangan untuk menyita STNK dan SIM pengendara 

kendaraan bermotor dan angkutan jalan, penyidik pegawai negeri sipil hanya berwenang untuk 

menyita Surat Tanda Lulus Uji Dan/Atau Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum. 

Selain itu untuk menjalankan kewenangannya penyidik pegawai negeri sipil dibidang 

lalulintas dan angkutan jalan hanya bisa dilakukan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan 

yang dipasang secara tetap. Pelaksanaan penyidkan oleh pegawai negeri sipil yang dilakukan 

dijalan umum berdasarkan kewenangannya tersebut juga harus memenuhi prosudur seprti 

yang disebutkan dalam Pasal 262 ayat (3) yang menyatakan harus berkoordinasi dan 

didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya 

tersebut seringkali terjadi penindakan pelanggaran lalu lintas oleh penyidik pegawai negeri 

sipil dibidang lalulintas dan angkutan umum dijalan umum yang tidak memenuhi prosedur 
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sebagaiman ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 262 ayat 

(3). 

Dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur tindak pidana tentang penyelahgunaan 

jabatan oleh pejabat Negara Pasal 430 KUHP menyatakan bahwa Seorang pejabat yang 

melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu 

pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar 

kawat yang dalam tangan pejabat telegrap untuk keperluan umum, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun delapan bulan..6 

Seiring dengan keberadaan pemerintah selaku wakil dari badan hukum dan wakil dari 

jabatan, yang dari dua kedudukan hukum   ini akan muncul dua bentuk perbuatan hukum 

yakni perbuatan hukum perdata yang diatur didalam ketentuan hukum perdata dan perbuatan 

hukum publik yang juga diatur dalam ketentuan hukum publik. Karena adanya dua bentuk 

perbuata hukum ini, maka akan berakibat pada dua bentuk pertanggungjawaban hukum pula 

yakni pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum publik. 

Dalam penyelengaraan hukum kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawan itu 

melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati kewenangan, dalam persfektif hukum 

publik adanya kewenangan inilah yang memunculkan pertanggungjawaban. Sejalan dengan 

prinsip umum bahwa tidak ada kewenanagan tanpa pertanggungjawaban. Untuk mengetahui 

penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari segi sumber wewenang berasal. Hukum 

administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, 

tapi tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung 

jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan 

tersebut, dari sudut pandang cara memperoleh dan menjalankan wewenang. Pada hukum 

administrasi asas legalitas mencakup tiga aspek, yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. 

 
6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 423. 
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Artinya wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang- 

undangan, karena pada peraturan perundang-undangan sudah ditentukan tujuan diberikannya 

wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan 

dan menyangkut tentang substansinya. 7 

Tinjauan dari garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber pokok 

hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan- 

ketentuan tentang: 

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan dengan larangan melakukan 

perbuatan, baik perbuatan aktif maupun pasif tertentu yang disertai dengan 

ancaman sanksi burupa pidana bagi yang melanggar larangan atau bagi yang tidak 

mematuhi suruhan tersebut. 

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, harus ada bagi si pelanggar untuk 

dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang 

dilanggarnya. 

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat 

perengkapannya, seperti polisis, jaksa, hakim dan petugas lembaga 

permasyarakatan, terhadap orang yang disangka dan didakwa sebagai pelangar 

hukum pidana dalam rangka usaha Negara dalam menentukan, menjatuhkan dan 

melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya yang 

boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa alam melindungi dan 

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negaradalam upaya Negara dalam 

menegakkan hukum hukum pidana tersebut. 

Pandangan lain yang menyatakan bahwa, hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan 

 

hukum    yang meluruskan perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang harus 
 

7 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 233. 
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dilakukan, serta apabila perbuatan tersebut tidak dipatuhi sipembuat akan dikenai sanksi 

pidana. Hukum pidana bersifat publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan 

tidak saja sesama warga negaratetapi juga warga Negara dengan Negara. Hukum pidana 

adalah hukum yang mengatur perlindungan kepentingan pribadi, masyarakat umum terhadap 

tindak pidana kejahatan maupun pelangaran 

Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) atau setiap warga masyarakat 

diperlakukan sama dimuka hukum, memiliki makna setiap warga masyarakat, baik warga 

biasa maupun pejabat akan mendapat perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana 

maupun secara prosedural (hukum acaranya). Perlakuan yang sama secara substansi hukum 

pidana adalah setiap orang mentaati dan menghormati, aturan-aturan hukum pidana, yang 

dilarang atau diwajibkan, yang telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang 

dilarang. Aturan hukum pidana merupakan ketentuan yang berisi perintah dan larangan, yang 

apabila dilanggar akan dikenai sanksi, sedangkan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah 

kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 

kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, demikian pandangan 

simons yang dikutip Andi Hamzah.8 

Jadi Berdasarkan Latar Belakang Tersebut Diatas Maka Penulis Membuat 

Rumusan Masalah Sebagai Berikut : 

 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

(1) Apakah Tindak Penyalahgunaan jabatan dalam proses tilang yang dilakukan oleh 

dinas perhubungan dapat dijerat dengan hukum pidana? 

(2) Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap pegawai dinas perhubungan yang 

melakukan penyalahgunaan jabatan dalam proses penilangan? 

 

8Andi hamzah, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Yarsif Watampone, hlm 97. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah : 

 

1) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis apakah Tindak Penyalahgunaan 

jabatan dalam proses tilang yang dilakukan oleh dinas perhubungan dapat dijerat 

dengan hukum pidana . 

2) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis Bagaimanakah upaya pencegahan 

terhadap pegawai dinas perhubungan yang melakukan penyalahgunaan jabatan dalam 

proses penilangan  . 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan dua pokok 

permasalahan ini pada hakekatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat 

yang bersifat praktis seperti berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan 

ke Universitas khususnya bagi dosen, mahasiwa/mahasiwi, dan kalangan akademisi lainnya 

untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan hukum kelembagaan dan 

keuangan negara. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga 

 

yaitu : 

 

a. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan (input) 

sehingga dapat bermanfaat dalam menganalisis penyalagunaan kewenangan dalam 

proses tilang yang dilakukan oleh dinas perhubungan. 

b. Untuk petugas dinas perhubungan agar berhati-hati dalam meggunakan kewenangan 

penilangan 
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E. KERANGKA TEORITIS 

 

1. Teori Penyalahgunaan Kewenangan 

 

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.9 

Terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialitas (specialiteitsbeginsel), yakni asas yang 

menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu.10 

Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan 

wewenang (detournement de pouvoir; het gebruiken van een bevoegdheid voor een ander 

doel). Asas spesialitas dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan. Menurut Schrijvers dan Smeets: 

“Een bestuursorgaan mag en door de wet toegekende bevoegdheid allen gebruiken 

voor het doel dat de wetgever voor ogen had. Gebruik voor persoonlijke of andere 

doeleinden is dus verboden. Detournement de pouvoir is dus handelen in strijd met het 

specialiteitsbeginsel”. (Organ Pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang 

yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Penggunaan wewenang untuk tujuan lain atau orang lain adalah dilarang. Dengan 

demikian, penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan asas spesialitas).11 

Misalnya, kewenangan untuk menyelenggarakan transportasi dengan menggunakan 

sistem kereta api, kemudian dalampelaksanaannya menggunakan transportasi dengan sistem 

bus.12 Menurut Philipus M. Hadjon, dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan 

wewenang, haruslah dibuktikan secarafaktual bahwa pejabat telah menggunakan 

wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena 

suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan 

 

 

 

 

 

9 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013, 

hlm. 115. 
10 Ridwan H.R, Op. Cit., hlm. 382. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest 

 

pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.13 

 

Penyalahgunaan kewenangan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang 

memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Dalam hal mandat, pihak  yang 

mungkin menyalahgunakan kewenangan adalah mandans (pemberi tugas) dan bukan 

mandataris (pelaksana tugas). Pihak yang diberi dan yang menyalahgunakan kewenangan 

adalah pihak yang dibebani tanggungjawab hukum.   Hal ini sejalan dengan asas hukum 

“geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid dan geen verantwordelijkheid zonder 

verantwoording” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan tidak ada 

pertanggungjawaban tanpa kewajiban). Pihak pelaksana tugas (mandataris) tidak dilekati 

wewenang, karena itu tidak dibebani tanggungjawab hukum. 

Konsep detournement de pouvoir tersebut dapat diperbandingkan dengan doktrin 

ultra vires. Keduanya memiliki dasar argumentasi yang hampir sama yaitu bahwa kekuasaan 

atau kewenangan itu diberikan untuk tujuan tertentu. H.W.R. Wade mengatakan: 

“Administrative power derives from statute. The statute gives power for certain 

purposes only, or subject to some special procedure, or with some other kind of 

limits” (kekuasaan pemerintah itu berasal dari undang-undang. Undang-undang 

memberikan kekuasaan hanya untuk tujuan tertentu, atau tunduk pada beberapa 

prosedur khusus, atau dengan beberapa jenis pembatasan lain).14 

Norma HAN yang relevan dengan masalah ini adalah keabsahan (rechmatigheid) 

dalam penggunaan wewenang, yakni “doing the right thing” and is doing this “in the right 

way” atau melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Atas dasar norma itu, 

doktrin ultra vires terdiri atas dua jenis yakni substantive ultra vires dan procedural ultra 

vires. Substantive ultra vires adalah “doing the wrong thing” (melakukan sesuatu  yang 

 

hlm. 26. 

13 Philipus M. Hadjon, Hukum administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti: Jakarta, 2010, 

 
14 Ridwan H.R, Op. Cit., hlm. 383. 



 

12  

salah), misalnya kewenangan untuk membeli kapal tetapi dalam pelaksanaannya membeli 

pesawat. Adapun procedural ultra vires adalah “doing the right thing” but it is doing it “in 

the wrong way” (melakukan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang salah)15 

2. Teori Tindak Pidana 

 

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafbaafeit, 

criminal act dalam bahasa Inggris, dan actus reus dalam bahasa Latin. Didalam 

menterjemahkan perkataan strafbaarfeit itu terdapat nerameka macam istilah yang 

dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan. Prof. 

Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah 

Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatmya istilah yang sama didalam 

menterjemahkan strafbaarfeit di Indonesia”. Untuk strafbaarfeit ini ada empat istilah yang 

dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :16 

a. Peristiwa pidana didalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950; 

 

b. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk 

Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan 

Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah 

Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Berpalingen Strafrecht, L.N. 1951 Nomor 78 

dan dalam buku Mr. Karni Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950; 

c. Tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang 

Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR; 

d. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja Pokok-Pokok Hukum 

Pidana 1955. 

 
 

hlm. 22 

15 Ibid., hlm. 384. 
16 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. 
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Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan 

sebagai berikut :17 

a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukan bahwa yang menimbulkan adalah 

handeling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan 

alam; 

b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau 

tingkah laku; 

c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari- 

hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga 

istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). 

Pengertian tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 

dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atauperbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 

KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah 

perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangam sebelum perbuatan itu 

dilakukan.28 Pengertian tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan 

yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki 

rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Berikut 

pengertian tindak pidana dari beberapa ahli : Menurut Moeljatno mengenai tindak pidana : 

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang 

bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. 

Dengan kata lain, kata strafbaarfeit diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah 

perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para 

17 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996. 

hlm. 7. 
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pelanggarnya. Menurut R. Tresna : Bahwa tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu 

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.18 

Menurut Pompe : Strafbarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di 

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat 

dikenakan hukum pidana, suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana 

kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :19 

a. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 

undang-undang. Sifat dari unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau 

beberapa orang); 

b. Unsur objektif, yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan 

mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang 

dijadikan titik utama di dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Unsur-unsur 

subjektif dari tindak pidana, yaitu : 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud 

didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam kejahatan- 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad misalnya yang terdapat 

 

didalam kejahatan pembunuhuan menurut Pasal 340 KUHP; 
 

 

 

 
hlm 80 . 

18 Andi Zainal Abidin. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72. 
19 Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta, 1990, 
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e. Perasaan takut atau vress seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 

KUHP. 

Unsur-unsur objektif tindak pidana yaitu : 

 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 

 

b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam 

kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau 

komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 

KUHP; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan dan akibat. 

Selain daripada unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif diatas, adapaun unsur- 

unsur tindak pidana sebagai berikut : 20 

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) 

 

Van Hammel menunjukan tiga pengertian perbuatan (feit), yaitu : 

 

1. Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik); 

 

2. Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan; 

 

3. Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur 

kesalahan dan terlepas dari akibat. 

b. Ada sifat melawan hukum 

 

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu: 
 

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, 

bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum 

Perdata dan Hukum Administrasi Negara; 

 

 
20 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Ctk. I, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2005, hlm.52. 
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2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain; 

 

3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, 

melawan hukum artinya tanpa wenang atau tanpa hak; 

4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau 

BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi bertentangan 

dengan hukum yang artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum 

atau anggapan masyarakat, atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 

perbuatan yang tidak patut dilakukan 

c. Tidak ada alasan pembenar 

 

Alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang tidak memiliki nilai melawan 

hukum sehingga bukanlah orangnya yang dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus 

dianggap benar. Sedangkan alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki sifat 

melawan hukum namun akrena alasan tertentu maka orangnya dimaafkan. Alasan pembernar 

bermuara pada putusan bebas sedangkan alasan pemaaf bermuara pada putusan lepas. 

3. Tori Pencegahan Tindak Pidana 

 

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana 

tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan 

siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk 

mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para 

pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya 

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat
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(social welfare) Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya 

penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan 

kepada masyarakat. 

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan 

memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga 

permasyarakatan (Soejono Dirdjosisworo, 1984: 19-20). Namun demikian, bahwa efektifitas 

kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara 

meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata (Moh Kemal Dermawan, 1994: 102- 

103). Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya 

penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

1) Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

 

2) Pencegahan tanpa pidana(prevention without punishment); 

 

3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni: 

1. Jalur Penal 

 

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang 

dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang 

lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan 

terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah 

dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka 

menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. 
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2. Jalur Nonpenal 

 

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang 

dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan 

yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan 

sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah- 

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 

F. METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative disertai data 

empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,21 di samping adanya penelitian hukum 

sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Penlitian hukum normatif atau 

kepustakaan tersebut mencakup: 

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum 

 

2. Penelitian terhadap sistematik hukum 

 

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 

 

4. Perbandingan hukum 

 

5. Sejarah hukum22 

 

Penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Primer. 

 

2. Pendekatan Penelitian 
 

 

 

 

 

21Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12 . 
22Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid., hlm. 14. 
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Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan aturan hukum (Statute Aproach) . 

Pendekatan aturan hukum (Statute Aproach) yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum 

yang terdiri dari: 

1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Serta peraturan perundang undangan 

lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Bahan Hukum 

 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan 

lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 

b) Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan menegenai 

bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

majalah hukum, artikel, makalah, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, situs internet, maupun bacaan lainya yang releven dengan penulisan 

ini. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder contohnya adalah 

kamus hukum, kamus politik, ensiklopedia, media cyber, dan lain-lain.23 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan tergantung 

dari jenis penelitian karena jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum 

 
23Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 13. 
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normatif, maka penulis akan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (liberary 

reaserch).24 Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bahan 

hukum primer, maka peneliti harus mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan 

dan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan 

dengan penelitian dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku 

dan masih berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan terhadap 

bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian berdasarkan 

relevansinya. Sedangkan bahan hukum skunder melalui serangkaian kegiatan membaca, 

mengutip buku-buku, majalah hukum, artikel, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

ahli hukum, cara ini untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah doktrin-doktrin yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini. 

5. Teknik Pengelolahan Bahan Hukum 

 

Terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dilakukan rekonstruksi, pencatatan 

dan klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap bahan-bahan hukum seperti perundang- 

undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, 

yaitu peneliian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- 

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.25 Sehingga hasil akhirnya akan bersifat deskriftif analitis yang mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek 

penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang di  kaji. 

 

 
 

24Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid., hlm. 24. 
25Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105. 
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan cara deduktif, yaitu 

penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan 

dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum 

tersebut.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26Peter Salim dan Yenny Salim, Op. Cit., hlm. 327. 
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